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ABSTRAK 

 

RAFLI. Analisis  Implementasi  Transparansi  dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa di Desa Maritengngae  Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Rismala). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi program Dana Desa, mengidentifikasi faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten 

Pinrang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan dalam 

penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa,dan masyarakat. Analisis data dilakukan 

melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Dana Desa di 

Desa Maritengngae telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

pengelolaan keuangan Desa. Faktor pendukung implementasi program meliputi 

adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. 

Adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya 

manusia, pemahaman administrasi keuangan yang masih rendah. Penerapan 

transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa 

kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan 

pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran secara berkala. Secara 

umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae telah menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas 

aparatur desa, keterbukaan informasi publik, dan penguatan sistem pengawasan agar 

pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan 

prinsip good governance. 

 

Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, 

Good Governance  
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut : 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ş es (dengan titik  di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik  di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik  di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik  di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathahَdanَyá’ Ai a dan i ـ يَ 

 fathah dan wau Au a dan u ـ وَ 

Contoh : 

 kaifa : ك ي فَ 
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لَ   ḥaula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan  

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama  

ـ اََ|ََـ ىََ  fathahَdan  alif dan yá’ Ā a  dan garis di atas 

 kasrahَdan  yá’ Ī i  dan garis di atas ـ ىَ 

 dammahَdan  wau Ū u  dan garis di atas ـ وَ 

Contoh : 

اتَ   māta  :        م 

ى م   ramā  :                  ر 

 qīla  :                    ق ي لَ 

تَ  و   yamūtu  :                ي م 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. tā’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

2. tāmarbǔtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka  ta 

marbutahnya itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

نَّةَ  الج  ةَ  ض  و   rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah : ر 

ل ة َ ا ل فاض  ي ن ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah : ا ل م 
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ة َ م  ك   al-hikmah   :         ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بنّ ا  Rabbanā : ر 

ن ا  Najjainā : ن جّي 

قَ   al-haqq : ال ح 

 al-hajj :             ال خجَ 

ّمَ   nu’ i̒ma : ن ع 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata  dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (i) ,(ـ ىَّ)

يّ َ  Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل 

ب يَ   Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :        ع ر 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.َ Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis  

mendatar (-). 
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Contoh : 

سَ   al-syamsuَ(bukan asy-syamsu) : ال شَّم 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة َ

 al-bilādu :        ا ل ب لا د َ

7. Hamzah 

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

نَ  و  ر   ta’murūna : ت ا م 

عَ   ’al-nau : ا لنَّو 

ءَ   syai’un : ش ي 

تَ  ر    umirtu :        أ م 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

Al-Qur’an (dari Qur’an),  Sunnah, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

ي ن االل َ  billah   :    ب الل َ     dīnullah  :   د 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh : 

ة َالل َ م  َح   hum fī rahmatillāh   :  ه مَفىَر 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 
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Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh : 

 

 

 
 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukanَadalah : 

swt. : subḥānahū wa ta’āla 

saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām 

a.s. : ‘alaihi al-sallām 

H : Hijrah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) 

w. : Wafat tahun 

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/…, ayat 4 

HR : Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحهَ  =      ص

َدمَ       =َ  بدونَمكان

َصلعمَ  =َ  صلىَاللَعليةَوسلم

َطَ       =َ  طبعة

َدنَ      =َ بدونَناشر
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َالخََ    =َ  إلىَآخرها/آخره

َجَ       =َ  جزءَ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.     : 

 

 

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et  al.     

: 

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.       

: 

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj.      

: 

 

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya 

Vol.      

: 

 

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

            Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah 

provinsi yang setiap daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten/kota. 

Saat ini untuk mengatur setiap wilayah yang ada di Indonesia, pemerintah 

menerapkan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Secara umum desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri sesuai 

dengan sistem negara yang berlaku.1 Pemerintah daerah diberikan dalam daerah yang 

bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada daerah tersebut. 

  Desa adalah lingkup terendah dalam struktur pemerintahan yang menjadi 

tumpuan dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014, desa adalah gambaran kesatuan masyarakat yang sah dengan batas 

teritorial yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat 

setempat, sesuai dengan asal dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati oleh 

sistem pemerintah. Desa memiliki hak untuk mengatur pemerintahan sendiri yang 

disebut dengan otonomi desa, dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.2 

  Pada  prinsipnya  fungsi  pemerintah  dalam  ekonomi  dikelompokkan  

menjadi  tiga,  yaitu  fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyedikan 

barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal  disediakan  oleh  mekanis  

pasar. Fungsi distribusi adalah  fungsi  pemerintah  dalam  rangka mendistribusikan   

pendapatan   dan   kesejahteraan   kepada   masyarakat   secara   berkeadilan. Fungsi 

stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti 

terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang diinginkan.  

                                                             
1 Nordiawan, et al., eds., Akuntansi Pemerintah (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 284 
2 Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. 

(Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020), h.12. 
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 Transparan adalah sikap atau kondisi ketika informasi disampaikan dengan 

jelas, jujur, dan mudah diakses, tanpa ditutup-tutupi. Prinsip  keterbukaan yang  

memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapat  akses  informasi  

seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa. Asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; Akuntabel adalah sifat atau keadaan bertanggung 

jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dilakukan, serta siap menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam 

rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Asas  akuntabilitas  yang  

menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan  hasil  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  

pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.3 

 Dimana penelitian dilakukan oleh Faizzatus Solihah pada tahun 2022 

“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok Timur)” tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, 

akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di 

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pengelola keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 

Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan peran 

perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun 

saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel independen lain yang 

                                                             
3 Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum Dan Tantangan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, 3.1 (Januari 2025) 
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relevan seperti partisipasi masyarakat, memperluas cakupan wilayah populasi, dan 

mengembangkan indikator variabel yang lebih relevan.4 

 Kasus   terkait   Desa Maritengngae merupakan salah satu desa yang setiap 

tahunnya menerima anggaran desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan 

masyarakat. Pembelanjaan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan 

sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa  (APBDes). 

 Dalam praktiknya, realisasi pembelanjaan desa tidak selalu sama dengan 

anggaran yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari data realisasi pembelanjaan 

Desa Maritengngae selama periode tahun 2021–2025.5 

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Desa Maritengngae 

Kabupaten Pinrang 2021-2025 

Sumber : Laporan Keuangan Desa Maritengngae, Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2025. 

 Selama periode 2021–2025, pengelolaan belanja Desa Maritengngae 

menunjukkan adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya. Pada 

tahun 2021 terjadi selisih anggaran akibat efisiensi belanja operasional desa. Tahun 

2022 dan 2023 menunjukkan realisasi belanja yang sedikit melebihi anggaran, yang 

disebabkan oleh penyesuaian belanja pada sektor pelayanan dasar, kegiatan 

kemasyarakatan, serta pemeliharaan infrastruktur desa.  

  Pada tahun 2024, selisih anggaran menjadi yang tertinggi akibat peningkatan 

belanja modal dan penyesuaian harga barang dan jasa. Sementara itu, pada tahun 

                                                             
4 Faizzatus Solihah, ddk, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa 

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten 

Lombok Timur)”.  Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, 2.1 (Maret 2022) 
5 Dokumentasi, Arsip Data Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa Tahun 2025. 

Tahun Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 

2021 Rp. 1.982.284.000 Rp. 1.971.617.478 Rp. 10.666.522 

2022 Rp. 1.640.535.000 Rp. 1.640.862.883 Rp. -327.883 

2023 Rp. 1.737.564.000 Rp. 1. 740.643.409 Rp. -3.079.409 

2024 Rp. 1.836.977.000 Rp. 1.848.028.854 Rp. -11.051.854 

2025 Rp. 1.921.056.350 Rp. 1.773.390.605 Rp. 147.665.745 
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2025 realisasi belanja lebih rendah dari anggaran karena adanya penundaan kegiatan 

belanja modal dan belum terealisasinya seluruh program pemberdayaan masyarakat. 

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang efektif, 

transparan, dan akuntabel agar penggunaan anggaran dapat berjalan optimal sesuai 

perencanaan. 

 Berdasarkan kasus tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelanjaan Desa Maritengngae antara lain: Ketidak tepatan perencanaan belanja 

desa, perubahan kebutuhan belanja selama tahun anggaran berjalan, pengaruh faktor 

eksternal seperti kenaikan harga dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

keterbatasan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja desa. 

 Transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  kunci  dalam  memastikan  bahwa  

pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  dengan  efisien,  efektif,  dan  adil.  

Transparansi  memungkinkan  masyarakat  untuk mengakses  informasi  tentang  

penggunaan  dana  desa,  sehingga  dapat  memonitor dan  menilai  kinerja 

pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  publik. Sementara  itu, akuntabilitas 

mengharuskan pemerintah desa  untuk bertanggung jawab  atas tindakan dan 

keputusan mereka dalam pengelolaan  dana  desa,  serta  menjelaskan  penggunaan  

dana  tersebut  kepada  masyarakat. 

 Ketika transparansi  dan  akuntabilitas  diimplementasikan  dengan  baik  

dalam  pengelolaan  keuangan  desa, beberapa   manfaat   dapat   dirasakan   oleh   

masyarakat. Pertama,   meningkatnya transparansi  dapat  membantu  masyarakat  

untuk  memahami  alokasi  dana  desa  dan mengidentifikasi prioritas pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, akuntabilitas memastikan bahwa 

pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga 

mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.6  

 Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sejalan dengan 

prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip ini menekankan adanya kewajiban untuk 

                                                             
6 Adhi Susano, Meida Rachmawati, “Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa 

Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)”, Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 

12.1 (Juni 2024).   
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menjaga dan menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. 

Dalam menjalankan amanah tersebut, seseorang dituntut untuk bersikap adil, jujur, 

dan menyampaikan informasi yang benar. Oleh karena itu, pemerintah desa 

berkewajiban memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada 

masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. 

Selain bertanggung jawab kepada publik, pengelolaan dana desa juga merupakan 

amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae 

Kabupaten Pinrang? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung implementasi program di Desa 

Maritengngae Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa 

Maritengngae Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, 

begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk menguraikan dan menganalisis implementasi program Dana Desa di 

Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi 

program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di 

Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

        Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan dalam bidang akuntansi dan menjadi literature review 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait Akuntansi Dana Desa. 

2. Manfaat Praktis 

  Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak 

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 

pengendalian internal serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan. 

a. Perangkat Desa 

Menjadi acuan dalam menyediakan model atau rekomendasi 

operasional untuk pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, 

Menghasilkan bukti empiris dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

digunakan untuk perumusan peraturan Desa (Perdes) dan alokasi APBDes, 

Menyajikan mekanisme atau sistem pelaporan yang lebih baik untuk 

transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan program desa. 

b. Masyarakat 

Mendapatkan model penyampaian informasi desa (anggaran, 

program, layanan) yang lebih terbuka, mudah diakses, dan real-time, 

Meningkatkan kemampuan warga untuk mengawasi (kontrol sosial) dan 

memastikan Perangkat Desa Maritengngae bertanggung jawab (akuntabel) 

atas pengelolaan dana dan kebijakan, Memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap Pemerintah Desa melalui proses kerja yang jujur, terbuka, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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c. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan bagi berbagai pihak, serta menjadi sumber referensi 

dalam memperoleh informasi terkait Akuntansi Dana Desa.  
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BAB II 

TUJUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Relevan  

 Tinjauan penelitian relevan adalah bagian dalam karya ilmiah yang memuat 

kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

topik atau variabel penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk 

menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dalam konteks keilmuan, serta 

memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ulfah Ramadhani pada tahun 2025 

dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. 

Tujuannya untuk untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diterapkan 

oleh Pemerintah Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. 

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk 

menghasilkan data yang komprehensif dan rinci.7 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi desa 

Kendayakan sudah melakukan pencatatan digital menggunakan aplikasi 

berbasis online yang bernama Siskeudes dari mulai perencanaan, realisasi 

serta laporan pertanggungjawaban semuanya sudah dicatat melalui aplikasi 

siskeudes. 

Persamaan penelitian yang dilakikan peneliti dengan Andi Ulfa 

Ramdhani yaiyu sama-sama meneliti tentang mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Adapun perbedaan  

terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta adanya perluasan fokus 

                                                             
7  Andi Ulfah Ramadhani, dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Journal Of Economy Business 

Development, 3.2 (Agustus 2025). 
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pembahasan pada pneliti ini yaitu analisis implementasi program Dana Desa 

dan identifikasi faktor penghambat dan pendukung program Dana Desa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Polidu pada tahun 2025 dengan judul  

”Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa 

di Indonesia”. Tujuannya untuk menganalisis aspek hukum yang mendukung 

transparansi dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi tantangan 

utama yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statuteapproach).8 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada 

telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk mendukung 

transparansi pengelolaan dana desa. Namun, tantangan dalam implementasi 

regulasi meliputi keterbatasan kapasitas perangkat desa, lemahnya sistem 

pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), serta hambatan infrastruktur didaerah terpencil. Budaya 

transparansi yang belum sepenuhnya mengakar juga menjadi kendala dalam 

mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Irwan Polidu 

yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan Dana Desa adapun perbedaan 

penelitian adalah peneliti yang dilakukan oleh Irwan Polidu untuk 

mengetahui aspek hukum dan tantangan transparansi pengelolaan Dana Desa 

di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih di 

perlukan dengan menganalisis implementasi pengelolaan dan tantangan 

program Dana Desa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh AM Febrianti pada tahun 2024 dengan judul 

”Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)”. Tujuannya untuk untuk 

                                                             
8 Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) 

Universitas Bina Taruna Gorontalo, 3.1 (Januari 2025) 
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mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Polebunging, Kecamatan Bontomanai. Untuk mendeskripsikan transparansi 

dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Polebunging telah 

menunjukkan pengelolaan dana desa yang baik sesuai dengan Permendagri 

No. 20/2018, yang akuntabel dan transparan.9 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian  AM Febrianti terletak 

pada fokus kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa.Adapun 

perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi pengelolaan 

Dana Desa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dekki Umamur Ra’is pada tahun 2024  

dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa: 

Analisatren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024” Tujuannya untuk 

menganalisis perkembangan implementasi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut, dan merumuskan 

rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan Dana Desa. 

Hasil Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif-analitis. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas 

temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Kerangka analisis 

penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu transparansi dan 

akuntabilitas.10 

 Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Dekki Umamur 

Ra’is yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi, Transparansi, dan 

                                                             
9 Andi Muzdalifah Febrianti, Masnawaty S, Nur Afiah,”Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)”. Jurnal 

Sains, 14.1 (2024) 

10 Dekki Umamur Ra’is, Yeni Tata Rini, “Transparency and Accountability in Village Fund 

Management: An Analysis of Trendsin Village Fund Management 2016-2024” Journal of 

Administration & Development, 1.2 (2024), h. 89  
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Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa. Perbedaan pada penelitian 

relevan analisis  tren transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  Dana  

Desa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly pada tahun 2023 dengan judul 

“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang 

(Analisis Akuntansi Syariah)” bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas 

pengelolaan dana Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang 

yang kemudian dianalisis menggunakan akuntansi syariah. Jenis 

penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam 

mengumpulkan data jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kaseralau 

dalam pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, 

penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan 

jalan tani dan irigasi pertanian. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan 

laporan keuangan Pemerintah Desa Kaseralau dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. Keterbatasan akses disampaikan kepada masyarakat luas 

dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes. Kemudian, 

akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseralau telah terealisasi dengan baik, 

hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang 

telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Desa 

Kaseralau dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pengelolaan dana Desa 

Kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu menerapkan 

prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan kebenaran.11 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ahmad Fadly 

yaitu memiliki tujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas terkait pengelolaan 

dana desa. Terkait perbedaan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya 

                                                             
11 Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang” 

(Skripsi Sarjana; Prosgram Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut 

Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. viii.  
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membahas terkait akuntabilitas saja sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana 

desa. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Implementasi George Edward III 

Teor implementasi adalah proses penting yang menentukan apakah 

suatu kebijakan yang telah dibuat benar-benar dapat dijalankan dan mencapai 

tujuan yang diinginkan. George C. Edward III menamakan model implementasi 

kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat 

empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

b. Sumber Daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah 

faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, 

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 
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c. Disposisi / Sikap 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).12 

2. Akuntansi Dana Desa 

a. Pengertian Akuntansi Dana Desa  

Akuntansi dana desa merupakan sistem pencatatan dan pelaporan 

seluruh transaksi keuangan yang terjadi di desa, terutama yang bersumber 

dari dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa.13 

Fungsi utama akuntansi Dana Desa adalah untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel guna mendukung 

pengambilan keputusan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana 

publik di tingkat desa.14 

Berikut adalah indikator akuntansi dana desa : 

1) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam 

menyampaikan informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat. 

Transparansi penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan 

                                                             
12  Ade Rahmatiya Mohamad, “Implementasi (Sipades) Untuk Peningkatan Transparansi 

Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma” (Jurnal : Akuntansi Keuangan Dan 
Teknologi Informasi Akuntansi, Desember 2022), Vol 3.2  

13  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
14  Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016). 
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meningkatkan kepercayaan publik. Informasi harus mudah diakses, jelas, 

dan tepat waktu. 

2) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas menunjukkan bahwa dana desa 

digunakan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif maupun hukum. 

3) Kepatuhan merupakan kesesuaian pengelolaan dana desa dengan 

peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa harus mengikuti 

aturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

4) Ketertiban administrasi merupakan kerapihan dan keteraturan dalam 

pencatatan serta dokumentasi transaksi keuangan desa. Administrasi 

yang tertib memudahkan audit dan meminimalkan kesalahan pencatatan. 

5) Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan penggunaan dana desa dalam 

mencapai tujuan pembangunan desa. Dana desa harus menghasilkan 

output dan manfaat yang sesuai dengan perencanaan dalam APBDes. 

6) Efisiensi merupakan kemampuan desa menggunakan dana secara hemat 

dan optimal tanpa pemborosan. Dana desa harus digunakan dengan 

prinsip value for money. 

7) Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang 

dirancang untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa. Pengendalian internal memastikan proses keuangan berjalan 

sesuai prosedur dan meminimalkan risiko fraud. 

b. Tantangan Akuntansi Dana Desa 

Tantangan akuntansi dana desa diartikan sebagai berbagai kendala, 

hambatan, atau kesulitan struktural maupun operasional yang dihadapi oleh 

aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan siklus pengelolaan keuangan 
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desa secara menyeluruh. Siklus ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.15 

Meskipun sistem akuntansi dana desa telah diatur dan difasilitasi oleh 

pemerintah melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam 

praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Tantangan-

tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut. 

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

 Kualitas dan kompetensi aparat desa dalam bidang akuntansi 

masih menjadi persoalan utama.16 Sebagian besar aparat desa tidak 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, sehingga 

mereka mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dasar pencatatan, 

pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan. Kurangnya pelatihan dan 

pendampingan juga membuat implementasi sistem akuntansi berjalan 

tidak optimal. 

2) Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur 

 Aplikasi Siskeudes telah menjadi alat utama dalam pengelolaan 

keuangan desa, namun desa-desa di wilayah terpencil sering kali 

menghadapi keterbatasan jaringan internet, listrik, dan perangkat 

komputer.17 Kondisi ini menyebabkan keterlambatan input data, 

kesalahan pelaporan, dan berkurangnya efisiensi dalam penyusunan 

laporan keuangan desa. 

  

                                                             
15 Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.  
16  Prabowo, Arif & Sulistiyowati, Rina, “Analisis Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Dana 

Desa,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 88–102.  
17  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Laporan Evaluasi Implementasi 

Siskeudes Tahun 2022, (Jakarta: BPKP, 2023).  
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3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi 

 Pengawasan terhadap akuntansi Dana Desa masih belum 

dilakukan secara menyeluruh. Lembaga pengawas seperti Inspektorat 

Daerah dan BPKP sering kali hanya memeriksa aspek administratif tanpa 

melakukan audit substantif.18 Akibatnya, potensi penyimpangan 

penggunaan dana masih sering terjadi. 

4) Tantangan Etika dan Integritas 

Selain masalah teknis, persoalan etika juga menjadi hambatan 

serius.19 Beberapa aparat desa masih belum memahami pentingnya 

integritas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Fenomena moral 

hazard, seperti penyimpangan dana, pengeluaran fiktif, dan pelaporan 

yang tidak sesuai, menunjukkan lemahnya penerapan nilai etika 

akuntansi di tingkat desa. 

5) Perubahan Regulasi dan Adaptasi Standar 

 Perubahan regulasi pemerintah terkait keuangan desa dan standar 

akuntansi pemerintahan menuntut aparat desa untuk terus beradaptasi.20 

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap perubahan peraturan 

sering kali menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam penerapan 

akuntansi. 

c. Upaya Mengatasi Tantangan Akuntansi Dana Desa 

 Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis 

dapat dilakukan, antara lain: 

1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi dan penggunaan 

aplikasi Siskeudes secara rutin; 

                                                             
18 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester II Tahun 2022, (Jakarta: BPK, 2023).  
19 Arens, Alvin A. et al., Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, (New 

Jersey: Pearson, 2019). 
20 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), PSAP No. 13 tentang Laporan 

Keuangan Pemerintah Desa, (Jakarta: KSAP, 2018). 
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2) Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal agar lebih substantif 

dan tidak hanya administratif; 

3) Peningkatan infrastruktur digital di desa-desa tertinggal; 

4) Internalisasi nilai-nilai etika dan integritas bagi aparat desa; 

5) Sosialisasi regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa dan 

standar akuntansi pemerintahan. 

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi akuntansi Dana 

Desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip 

Good Governance. 

3. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi  

 Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan prinsip keterbukaan 

pemerintah dalam menyediakan dan menyampaikan informasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

memerlukan informasi tersebut. Transparansi bertujuan untuk memastikan 

bahwa masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap berbagai 

informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memberikan hak kepada masyarakat dalam memperoleh akses informasi, 

termasuk informasi mengenai proses penyusunan anggaran dan pengelolaan 

keuangan. Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana sumber daya dan dana publik digunakan, terutama 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 
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atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.21 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan transparansi 

sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam 

menjalankan mandat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada 

masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi memberi manfaat 

positif bagi kepentingan publik yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah 

dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja 

pemerintah. 

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah 

masyarakat sangat membutuhkan penerapan transparansi, mengingat 

berbagai keputusan penting yang berdampak pada masyarakat berada dalam 

kewenangan pemerintah. Transparansi menjadi instrumen penting untuk 

mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain 

itu, transparansi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan 

adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat 

dan faktual sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk: 

1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang 

direncanakan (realisasi vs anggaran) 

2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang terkait. 

                                                             
21 Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 23.  
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4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara 

manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan 

pihak yang terkait.22 

b. Prinsip-Prinsip Transparansi 

Transparansi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh 

pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat, untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan keuangan desa. Melalui prinsip 

keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui serta mengakses informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Humanitarian Forum 

Indonesia (HFI), terdapat enam prinsip transparansi, yaitu: 

1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mengenai informasi 

dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau 

program. 

2) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang 

mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail kegiatan.  

3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai 

pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang 

dapat diakses dengan dokumen atau bukti.  

4) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa. 

5) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.23 

c. Indikator Transparansi 

Indikator transparansi menurut Kristianten dapat diukur dengan hal 

berikut yaitu; 

1) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kesediaan dan aksesibilitas 

dokumen merupakan kondisi di mana dokumen-dokumen pengelolaan 

dana desa tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang 

berkepentingan, terutama masyarakat desa. 

                                                             
22 Mahmudi, Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 17-18.  
23 Umi Purwanti, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. 3.2 (2021), h. 82.   
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2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, Informasi yang transparan harus 

mudah dipahami oleh masyarakat, tidak menggunakan istilah teknis yang 

membingungkan tanpa penjelasan, serta memuat data yang lengkap. 

Informasi yang tidak lengkap atau terlalu umum dapat mengurangi 

makna transparansi. 

3) Keterbukaan proses, Keterbukaan proses tidak hanya berarti membuka 

hasil akhir (laporan keuangan), tetapi juga membuka mekanisme dan 

tahapan pengambilan keputusan. Artinya, masyarakat memiliki 

kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, bahkan berpartisipasi dalam 

setiap proses pengelolaan dana desa. 

4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur 

kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan melaporkan dana desa 

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.24 

4. Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Menurut Budi Setiyon, accountability adalah konsep yang memiliki 

beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep 

seperti answerability, responsibility, dan terminology lain yang berkaitan 

dengan “the expectation of account-giving” (harapan memberi mandat 

dengan pelaksana mandat). accountability mencakup dengan 

memperkirakan mengenai hubungan antara pemberi dan penerima mandat.25 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi wewenang 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya 

kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas suatu bentuk pertanggungjawaban  pemerintah daerah 

                                                             
24 Kristianten, “Transparansi Anggaran Pemerintah”  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 73.   
25 Budi Setiyono, “Pemerintahan dan Manajamen Sektor Publik” (Cet.1; Yogyakarta: Caps, 

2014), h. 181.   
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terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola 

daerah termasuk dalam hal keuangan.26 

Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyampaian informasi dan 

penjelasan mengenai tindakan, keputusan, serta penggunaan  sumber daya 

yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung 

konsekuensi berupa pemberian sanksi apabila pelaksanaan kewenangan 

tidak memenuhi standar atau harapan yang telah ditetapkan. 

Konsep akuntabilitas tersebut menekankan beberapa unsur penting, 

yaitu tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, kewajiban 

untuk menyampaikan informasi secara terbuka, serta adanya mekanisme 

pengawasan yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan 

kewenangan yang tidak sesuai. Dengan demikian, akuntabilitas dapat 

dipahami sebagai suatu proses yang mencerminkan tanggung jawab dalam 

pengelolaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan sumber 

daya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang 

menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. 

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan, 

mengungkapkan, dan menjelaskan segala kegiatan yang telah dilaksanakan 

kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban.27 

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur fundamental dalam 

penyelenggaraan pemerintahan karena berperan penting dalam mewujudkan 

prinsip good governance. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga 

                                                             
26 Andi Ayu Frihatni, Nirwana,  Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis 4.3, (Desember 2021) 
27 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakatra: Andi), h,27 
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pemerintahan. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas berfungsi sebagai salah 

satu pilar utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang 

transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola 

sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 

pemberi mandat (principal). 

Webster menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu kondisi di 

mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. 

Istilah “akuntabel” sebagai kemampuan untuk memberikan 

pertanggungjawaban, seperti dilakukan manusia kepada Tuhannya atas 

perbuatannya. Keduanya, memiliki kemampuan untuk 

dipertanggungjawabkan secara jelas, dan ketiga, menjadi hal yang rutin 

diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.28 

Akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah daerah adalah kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 

yang ada di daerah tersebut yang sesuai pada tujuan yang telah 

direncanakan. Pemerintah daerah yang merupakan sebagai pelaksana wajib 

bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya pada setiap 

kegiatan terhadap masyarakat.29 

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban 

yang harus dilakukan oleh pihak yang menerima amanah dalam mengelola, 

melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas 

                                                             
28 Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implemtasinya dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 203.   
29 Nasihatun dan Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Bisnis, 3.1 (2015).   
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berfungsi sebagai bukti bahwa tugas dan kewenangan yang dipercayakan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai 

dalam prinsip good governance yang menuntut setiap individu atau pemimpin 

untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam 

menjalankan organisasi atau lembaga yang berada di bawah kewenangannya. 

Melalui penerapan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk bersikap terbuka 

dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, sehingga 

pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi secara langsung oleh lembaga 

perwakilan, seperti DPR, maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, 

akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan 

yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab. 

Oleh karna itu, pemerintah desa wajib mempertanggungjawaban setiap 

kegiatan pelaksanaan amanah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4/58 : 

 

 

 

Terjemahan : 

       “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.30 

Ayat diatas menjelaskan manusia sebagai pemimpin memiliki dua 

kewajiban, pertama memberi amanah kepada yang mendapatkan kepercayaan dan 

pada orang yang memegang urusan untuk mengatur hak manusia. Kedua, memberi 

                                                             
30 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al 

Qur’an, 2019)  
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keputusan secara adil kepada manusia dan menyampaikan kebenaran kepada orang 

yang dituju, serta mengatasi orang yang mengambil hak orang lain dan diberikan 

kepada yang lebih berhak.  

Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntabilitas yaitu Allah 

SWT memerintahkan agar kita menjalankan amanat yang diberikan untuk setiap 

pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (stakeholder) dan hal ini kaitannya 

memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan pertanggungjawaban. 

b. Kategori Akuntabilitas 

Menurut Mikael Edowai, akuntabilitas dibagi menjadi dua kategori yaitu :31 

1) Akuntabilitas Internal 

Akuntabilitas berlaku untuk organisasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara perseorangan maupun dalam kelompok, memiliki 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada atasan mereka mengenai perkembangan kinerja 

aktivitas. 

2) Akuntabilitas Eksternal 

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga negara untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan perkembangan yang 

telah dilakukan kepada pihak luar. Ini mencakup tanggung jawab untuk 

menyampaikan semua mandat yang diterima kemajuan yang telah 

dicapai kepada lingkungan eksternal 

c. Prinsip Akuntabilitas 

Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyajikan dan 

melaporkan kegiatan yang dilakukan, seperti pada bidang administrasi 

keuangan kepada pihak pusat. Bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas 

tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban, namun juga memberikan 

kemudahan dalam hal memperoleh informasi baik langsung maupun tidak 

langsung secara lisan maupun tulisan kepada pemberi mandate. Dalam 

                                                             
31 Mikael Edowai, et al., eds., Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Gowa: Pusaka Almaida, 2021), h. 21.   
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pelaksanaannya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip atau asas akuntabilitas 

seperti berikut : 

1) Setiap penyelenggara Negara eksekutif harus memiliki kinerja dan 

rincian tugas yang jelas. 

2) Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola 

sikap dan pola tindakan untuk menjalankan tugas dengan baik dan 

mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 

3) Setiap penyelenggara negara eksekutif wajib membuat 

pertanggungjawaban setahun sekali terkait dengan pelaksanaan tugas 

ataupun lembaga yang sedang dipimpin. 

4) Setiap penyelenggaraan negara eksekutif tidak diperbolehkan menerima 

bentuk pemberian apapun yang berkaitan dengan kepentingan. 

5) Penilaian tugas dan laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan 

oleh eksekutif hanya dilakukan dari lembaga yang berwenang. 

6) Membuat surat pernyataan bahwa tidak menerima ataupun memberikan 

sesuatu kepada pihak-pihak manapun setiap satu tahun sekali. 

Pelaksanaan tata kelola yang baik oleh pemerintah dengan membuat dan 

menetapkan suatu kebijakan mengenai sistem pertanggungjawaban yang jelas, efektif 

dan teratur dan mampu menerapkannya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa Dilaksanakan Melalui Sistem Pelaporan Realisasi dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. 

d. Indikator Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood indikator untuk 

mengukur akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut : 

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (Accountability for 

probity and legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari 
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penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yaitu meyakinkan bahwa dana 

desa telah digunakan secara benar, sedangkan akuntabilitas hukum (legal 

accountability) terkait dengan patuh terhadap aturan hukum dalam 

penggunaan sumber dana dan tidak menyelewengkan kekuasaan. 

2) Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses 

terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan 

3) Akuntabilitas program (program accountability). Terkait dengan 

organisasi tersebut. pertimbangan apakah program yang dilaksanakan 

dapat dilaksanakan atau tidak.  

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan 

terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah atas 

pertanggungjawabannya, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun 

daerah terhadap masyarakat.32 

5. Dana Desa 

a. Pengertian Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. 

Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta 

pemberdayaan masyarakat desa. Program Dana Desa merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, 

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.33 

 

 

 

                                                             
32 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi), h.28   
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.  
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b. Kegunaan Dana Desa 

1) Untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan dan 

perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, sarana air bersih, dan 

fasilitas umum lainnya. 

2) Untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, 

pengembangan usaha kecil, penguatan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.34 

C. Kerangka Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka 

penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok 

pemahaman yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Transparansi  

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan 

keuangan desa yang mengharuskan pemerintah desa memberikan informasi 

secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan dana 

desa. Transparansi tidak hanya berarti menyampaikan informasi, tetapi juga 

memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, dapat diakses, dan 

tersedia tepat waktu bagi masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat 

mengetahui sumber penerimaan dana desa, alokasi anggaran, pelaksanaan 

program pembangunan, serta hasil yang dicapai dari penggunaan dana 

tersebut.35 

Dalam implementasinya, transparansi diwujudkan melalui berbagai 

bentuk, seperti penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat, 

pemasangan baliho atau papan informasi anggaran, pelaksanaan musyawarah 

desa yang terbuka, serta publikasi laporan realisasi penggunaan dana desa. 

                                                             
34 Kementerian Keuangan, Kebijakan Dana Desa.  
35 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018)  
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Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi 

jalannya pembangunan desa dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

penggunaan anggaran.36  

Penerapan transparansi yang baik akan menciptakan hubungan yang 

harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat karena adanya kepercayaan 

publik terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya, kurangnya transparansi 

dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat, mengurangi partisipasi warga, 

serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan 

keuangan desa.37 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan 

pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui 

penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaporan realisasi anggaran, serta 

kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Implementasi akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa dana desa 

telah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan 

pembangunan desa.  

Selain itu, akuntabilitas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa karena penggunaan dana dapat 

dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.38 

3. Dana Desa 

Dana Desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa ditujukan untuk 

membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan. Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa harus 

                                                             
36 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 dan Pasal 70.  
37  Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) 
38 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 70–72  
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dikelola dengan baik dan tepat sasaran dimana dalam pengelolaannya harus 

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi khususnya kepada 

masyarakat.39 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. 

Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan 

masyarakat desa.40 

Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan Dana Desa harus dilakukan secara 

tertib dan disiplin anggaran agar penggunaannya sesuai dengan prioritas 

pembangunan desa. 

  

                                                             
39 Sri Wahyuni Nur, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Tellumpanuae Kabupaten Maros “ (Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021), h.725 
40 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pasal 72 ayat (2).  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model yang menjelaskan 

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dalam penelitian. 

Kerangka pikir mendudukkan sebuah masalah penelitian yang melalui identifikasi 

dalam kerangka konsep. Berikut kerangka pikir penelitian ini : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian     

    Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian 

kualitatif. Metode yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan 

pemanfaatan dokumen.41 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi dan 

tantangan akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa 

sehingga menjadi alasan dalam penggunaan metode ini. Pendekatan 

fenomenologi adalah sebuah pendekatan dengan mengamati dan 

menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Fokus 

utama yaitu terkait makna mengenai pengalaman, peristiwa dan status yang 

dimiliki partisipan dan berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan 

memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada 

objek atau peristiwa. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengalaman dan 

pengamatan yang dialami masyarakat Desa Maritengngae terkait transparansi 

dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam perspektif akuntansi syariah. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

         Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Maritengngae Kecamatan 

Suppa    Kabupaten Pinrang. 

                                                             
41 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2016), h. 5.  
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2. Waktu penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 

bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dimana kegiatannya 

meliputi:persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan 

(pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil 

penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini, berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian 

yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang 

akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program 

kerja Dana Desa, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta 

implementasi transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan Dana Desa khusus bidang 

pelaksanaan pembangunan desa. Penulis  memilih fokus pada bidang tersebut karna  

besarnya anggaran yang digunakan, dampaknya bagi masyarakat.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut 

Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data yang ditambahkan seperti dokumen dan 

lainnya.42 Dimana jumlah data-data yang telah diperoleh harus bersifat 

kualitatif yang berupa kata-kata oleh subyek yang selanjutnya diubah kedalam 

bahasa tulisan dan tindakan perilaku subyek yang dijelaskan atau dipaparkan 

dengan tulisan. Dalam penelitian ini membagi data menjadi dua kelompok 

yaitu: 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung 

                                                             
42  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2016), h. 112. 
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dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.43 Data 

primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil 

wawancara. dengan perangkat Desa Maritengngae yaitu Kepala Desa, 

pengawas Desa berserta masyarakat Desa Maritengngae sebagai informan. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh tidak secara 

langsung dari informan, tetapi melalui dokumen atau sumber tertulis lainnya. 

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa dokumen laporan keuangan 

arsip administrasi, serta catatan anggaran. Selain itu, data sekunder juga 

mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan pengendalian internal dan manajemen resiko proyek konstruksi. Data 

ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis 

yang lebih komprehensip terhadap temuan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses 

pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah 

yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan 

harus cukup valid untuk digunakan.44 Adapun sejumlah teknik pengumpulan data 

kualitatif yang umumnya digunakan yaitu : 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan 

untuk evaluasi penilaian aspek tertentu. Dalam menggunakan observasi, teknik 

                                                             
43 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), h. 79  
44 Mochar Daniel, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.  
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ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.45 Adapun objek 

yang menjadi fokus observasi adalah pemantauan pelaporan keuangan, 

bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Peneliti juga akan audit dan pengawasan dalam memastikan 

akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan dana desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.46 Wawancara 

adalah proses Tanya jawab yang berlangsung dengan cara mengajukan 

pertanyaan pada narasumber atau informan secara langsung melalui tatap muka 

dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan dan mendalam.47 Dalam 

praktiknya peneliti menggunakan Teknik wawancara tersruktur yang artinya 

dalam proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman 

wawancara yang tertulis berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

kepada informan yang runtutan pertanyaan dan perumusannya sudah 

ditetapkan.48 Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, 

Staf Desa, dan  masyarakat Desa Maritengngae. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.49  Pengumpulan 

data dengan menggunakan dokumentasi yaitu mencari data yang terkait 

                                                             
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

h. 83. 
46 Nana Syaodih Sukmadinta, Metoode Penelitian (Cet. III; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya., 2007), h. 216.  
47 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Premedia Group, 2013), h. 133.  
48  Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2019), h.163. 
49  M. Iqbal Sukmadinata, Metode Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2002), h.87  
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dengan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Maritengngae baik dalam 

bentuk file data, dokumentasi melalui rekam suara dan foto. 

a. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul maka langkah 

selanjutnya mengolah data tersebut dengan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh, terkait 

dengan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Editing merupakan 

kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan. Teknik 

ini dilakukan guna untuk memenuhi data yang kurang atau bahkan 

terlewatkan. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, proses dalam 

editing ini perlu dilakukan agar sesuai dan relevan dengan data yang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil hasil 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber serta 

beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini. 

b. Classifying (Klasifikasi) 

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data dari proses 

wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan data hasil 

observasi yang kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam dan 

digolongkan beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan 

agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta 

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian 

data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan 

berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta 

data yang diperoleh dari dokumen. 

c. Verifying (Verifikasi) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 
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penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan 

menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal 

ini informan pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data 

yang didapat adalah benar benar valid dan tidak ada manipulasi. 

d. Concluding (Kesimpulan) 

Langkah trakhir dalam proses pengolahan data yaitu kesimpulan yang 

berisi simpulan atas proses pengolahan data dari proses sebelumnya.50 

F. Uji Keabsahan Data 

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini 

menggunakan (Uji credibility) kredibilitas data, uji transferability, uji dependability 

dan uji confirmability.51 

   Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji 

kredibilitas. Dalam uji credibility (kredibilitas) data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara : 

1. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun 

sumber data yang lebih baru agar data yang diperoleh dapat benar-benar 

dipertanggungjawabkan. 

2. Peningkatan ketekunan atau kecermatan dalam penelitian yaitu salah satu cara 

untuk mengontrol / mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, 

dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca 

berbagai referensi buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen 

terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

                                                             
50 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015) 
51 Ahmad Adip Muhdi, Manajemen Pendidikan Terpadu Pesantren dan Perguruan Tinggi 

(Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. 105-107 
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3. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

waktu. Data ini terdiri dari (Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik dan 

Triangulasi waktu). 

      Penelitian yang akan dilakukan di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang, 

menggunakan uji keabsahan data credibility (kredibilitas) yaitu setelah data diperoleh 

maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari 

berbagai sumber. 

G. Teknik Analisis Data 

Suatu penelitian setelah data terkumpul maka dapat diadakan pengolahan data 

atau yang disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Bikden 

sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang 

dikumpulkan untuk meningktatkan pemahaman terhadap semua hal yang 

dikumpulkan dan memungkinkannya menyajikan apa yang ditemukan.52 

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data tersebut 

akan di analisis seperlunya agar kemudian mendapatkan informasi yang akurat. 

Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan 

dans elanjutnya disentisasi atau disimpulkan.53 Peneliti menggunakan teknik analisis 

data interaktif, yang dilakukan yaitu: 

1. Redukasi Data 

 Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.54 Data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan 

                                                             
52 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: el.Kaf, 2006), h. 31.   
53 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2016), h. 28.   
54 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.   
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rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di peroleh 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan 

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu cara untuk merangkai data dalam suatu 

organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang 

diusulkan. Penyajian tersebut bermanfaat agar data menjadi lebih terorganisir 

dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.55 

Sajian data tersebut dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti, yang artinya data telah dirangkum tadi kemudian dipilih 

untuk penulisan laporan penelitian. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan 

tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan awal 

bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat 

untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika telah 

ditemukan bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali 

dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.  

  

                                                             
55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h. 341.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

aparatur desa, kepala desa, staf desa, dan masyarakat penerima manfaat di Desa 

Maritengngae. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian hasil penelitian difokuskan 

pada tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan, serta 

diperkuat dengan kutipan langsung dari informan. 

1. Implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten 

Pinrang 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan Program Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa 

yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh 

masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut dibahas 

berbagai usulan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, tahap perencanaan 

Dana Desa di Desa Maritengngae dilakukan melalui musyawarah desa yang 

melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. 

Dalam proses tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

usulan pembangunan sesuai kebutuhan desa. Pemerintah desa kemudian 

menyusun program prioritas dan memasukkannya ke dalam RKPDes serta 

APBDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

”Dengan adanya program Dana Desa pembangunan ini dilakukan 

sosialisasi langsung ke warga Desa Maritengngae, adapun manfaat dari 

pembangunan  ini untuk mengurangi genangan dan menjaga jalan, serta 
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meminta persetujuan dan masukan dari warga agar pelaksanaan 

berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua.”56 

 

Pertanyaan berikutnya yang diberikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Pastinya itu ada, selama pembangunn berlangsung akan ada 

pembaruan informasi secara berkala melalui papan informasi agar 

masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan dan jadwal 

pengerjaannya.”57 

 

Kemudian pertanyaan kepada Darwis selaku Masyarakat Desa 

Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Iye, setau saya informasi yang disampaikan dari awal perencanaan 

sampai pelaksanaan sudah sesuai. Pembangunan yang dibahas di 

musyawarah memang itu yang dikerjakan, jadi masyarakat bisa melihat 

langsung hasilnya.”58 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa proses 

tahap perencanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di Desa 

Maritengngae telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahap 

perencanaan dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai tujuan, manfaat, serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, 

sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan saran, 

masukan, dan persetujuan. Selanjutnya, usulan pembangunan dibahas dan 

disepakati melalui musyawarah desa sehingga program yang direncanakan 

mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Di samping itu, pemerintah 

desa juga menyampaikan informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan 

pembangunan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau kesesuaian 

antara hasil musyawarah dengan realisasi pembangunan yang dilaksanakan. 

                                                             
56 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
57 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
58 Darwis, Masyarakat Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
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b.  Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan 

pembangunan fisik maupun nonfisik. Kegiatan pembangunan fisik meliputi 

pembangunan jalan desa, perbaikan drainase, pembangunan sarana umum, dan 

fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kegiatan nonfisik meliputi 

pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan program peningkatan 

kapasitas masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dilakukan 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kegiatan yang 

dilaksanakan berupa pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa melibatkan Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK) dan masyarakat agar kegiatan berjalan sesuai tujuan. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami memastikan tidak ada penyalahgunaan dengan menerapkan 

transparansi, pencatatan administrasi yang jelas, serta pengawasan 

berjenjang dari TPK, perangkat desa, dan BPD sesuai APBDes yang 

telah ditetapkan.”59 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami pastikan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah 

ditetapkan dalam APBDes dan RAB.”60 

 

Kemudian pertanyaan kepada Darwis selaku Masyarakat Desa 

Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

                                                             
59 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
60 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
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“Ya, ada forum seperti musyawarah desa (Musdes) yang diadakan oleh 

pemerintah desa. Biasanya disampaikan perkembangan kegiatan serta 

laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat bisa mengetahui 

dan memberikan tanggapan.”61 

 

 Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa tahap 

pelaksanaan pembangunan yang didanai melalui Dana Desa di Desa 

Maritengngae telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan mengacu pada 

perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), sehingga setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang 

telah direncanakan. Dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan 

anggaran, pemerintah desa menerapkan sistem administrasi yang tertib, 

didukung oleh pencatatan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang 

melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), perangkat desa, dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Di samping itu, pemerintah desa secara rutin 

mengadakan musyawarah desa sebagai media penyampaian perkembangan 

pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui jalannya pembangunan, melakukan pengawasan, serta 

memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. 

c. Tahap Penatausahaan  

Tahapan dalam suatu proses administrasi yang bertujuan untuk mencatat, 

mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan setiap kegiatan atau transaksi 

secara tertib, sistematis, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa tahap penatausahaan 

merupakan kegiatan administrasi yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan 

pengarsipan dokumen secara sistematis sebagai dasar penyusunan laporan dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. 

                                                             
61 Darwis, Masyarakat Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026. 
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Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh pelaporan 

dan pertanggungjawaban proyek Dana Desa. Namun, dalam 

penyusunannya saya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan 

Tim Pelaksana Kegiatan yang mengumpulkan data, membuat laporan 

administrasi, dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban sebelum 

saya verifikasi dan tandatangani."62 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Tentu ada notulen dan dokumentasi kegiatan, Dokumen tersebut dapat 

dilihat langsung melalui pemerintah desa atau pihak pelaksana supaya 

kami bisa transparansi kepada masyarakat.”63 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap 

penatausahaan telah dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas. Kepala 

Desa bertanggung jawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan 

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan menyusun 

administrasi dan menyiapkan dokumen pendukung. Selain itu, setiap kegiatan 

dilengkapi dengan notulen dan dokumentasi sebagai bukti administrasi serta 

wujud transparansi kepada masyarakat. 

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyusun 

laporan penggunaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, informasi mengenai penggunaan 

anggaran juga disampaikan melalui papan informasi desa dan forum 

musyawarah desa. 

                                                             
62 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026  
63 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
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Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa telah melakukan 

pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa melalui penyusunan 

laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Laporan 

tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung 

jawabnya melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta pemberian arahan 

sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masing-masing perangkat 

sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam 

pelaksanaan program Dana Desa.”64 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaannya 

langsung kepada saya selaku pelaksana lapangan, bisa juga sama teman 

- teman staf desa lainnya di desa maritengngae ini atau ke kepala dusun 

juga bisa.”65 

Berdasarkan jawaban dari kepala desa dan staf desa, dapat disimpulkan 

bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di 

Desa Maritengngae telah dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi, 

kejelasan pembagian tugas, dan keterbukaan kepada masyarakat. Pemerintah 

desa memastikan setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung 

jawabnya melalui rapat koordinasi, kegiatan sosialisasi, serta pemberian arahan 

sebelum program dilaksanakan, sehingga proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Selain 

itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, 

                                                             
64 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026. 
65 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026  
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keluhan, maupun masukan secara langsung kepada pelaksana lapangan, 

perangkat desa, maupun kepala dusun. Mekanisme tersebut menunjukkan 

adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban 

program Dana Desa. 

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Program Di Desa 

Maritengngae Kabupaten Pinrang 

a. Faktor Penghambat 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

Faktor penghambat Program Dana Desa merupakan berbagai kendala 

yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, baik pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. 

 Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia. 

Sebagian aparatur desa masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam bidang 

administrasi, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan sehingga proses 

administrasi dan pelaporan sering memerlukan waktu lebih lama. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, pemerintah desa telah memberikan perhatian terhadap peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan, dan 

program pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala 

seperti keterbatasan anggaran, pemerintah desa terus berupaya 

meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama dengan berbagai 

pihak”66 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Jika terjadi kekurangan sumber daya, kami akan melakukan koordinasi 

dengan TPK dan perangkat desa untuk mencari solusi, Sedangkan jika 

                                                             
66 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026. 
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terjadi kelebihan, akan dilakukan pencatatan dan evaluasi, kemudian 

disesuaikan kembali dengan kebutuhan kegiatan agar tetap efisien dan 

sesuai perencanaan dalam APBDes.”67 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan 

sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam administrasi keuangan desa, 

meskipun sudah ada regulasi yang membantu. Hal ini terlihat dari masih 

perlunya pemahaman aparatur desa serta koordinasi dengan TPK dan perangkat 

desa dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan sumber daya agar tetap sesuai 

dengan perencanaan APBDes. 

2. Administrasi Keuangan Terbatas 

Selain itu, pemahaman aparatur desa mengenai administrasi keuangan 

juga masih terbatas. Kondisi ini memengaruhi proses perencanaan anggaran, 

penatausahaan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan 

pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sehingga pelaksanaan program 

belum berjalan secara optimal. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Keterbatasan administrasi keuangan dapat memengaruhi pelaksanaan 

program pembangunan desa, seperti keterlambatan dalam pencairan 

anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan. 

Akibatnya, beberapa program pembangunan tidak dapat berjalan sesuai 

jadwal yang telah direncanakan.”68 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, pernah. Beberapa kegiatan desa mengalami keterlambatan karena 

proses administrasi keuangan dan pencairan anggaran belum selesai. 

                                                             
67 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.  
68 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026.  
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Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan setelah seluruh 

proses administrasi telah dipenuhi.”69 

 

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi 

keuangan yang terbatas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program 

pembangunan desa karena dapat menyebabkan keterlambatan pencairan 

anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun 

demikian, kegiatan desa tetap dapat dilaksanakan setelah seluruh proses 

administrasi diselesaikan. 

b. Faktor Pendukung 

1. Regulasi Yang Jelas 

Faktor pendukung Program Dana Desa merupakan berbagai kondisi yang 

membantu kelancaran pengelolaan Dana Desa sehingga tujuan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai secara efektif. 

Salah satu faktor pendukung adalah regulasi yang jelas sebagai pedoman 

dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Regulasi 

tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam 

menjalankan tugasnya. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, regulasi yang ada cukup membantu dan mempermudah pemerintah 

desa dalam penyusunan laporan keuangan karena sudah ada pedoman 

yang jelas sebagai acuan. Namun, tetap diperlukan pemahaman yang 

baik dari aparatur desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.”70 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 
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“Ya, regulasi yang jelas sangat membantu dalam pelaksanaan 

administrasi keuangan desa karena menjadi pedoman dalam setiap 

proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Dengan 

adanya aturan tersebut, pekerjaan menjadi lebih terarah dan sesuai 

ketentuan yang berlaku.”71 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan Regulasi yang jelas 

menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan administrasi keuangan desa 

karena memberikan pedoman yang memudahkan proses pencatatan, 

pengelolaan, dan pelaporan keuangan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitasnya tetap bergantung 

pada pemahaman aparatur desa terhadap regulasi tersebut. 

2. Dukungan Pemerintah Desa 

Selain itu, dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting melalui 

komitmen aparatur desa dalam melaksanakan program, mengelola administrasi, 

serta membangun kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan 

sesuai rencana. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Bentuk dukungan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan 

administrasi keuangan antara lain dengan menyediakan fasilitas kerja, 

mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan atau bimbingan 

teknis, serta memberikan arahan dan pendampingan dalam penyusunan 

laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”72 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Menurut saya, dukungan pemerintah desa sudah cukup membantu 

dalam menunjang pekerjaan administrasi keuangan, terutama dari segi 

fasilitas dan arahan yang diberikan. Namun, masih perlu peningkatan 
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terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas agar 

pekerjaan dapat berjalan lebih optimal.”73 

 

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa Dukungan 

pemerintah desa menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan administrasi 

keuangan melalui penyediaan fasilitas kerja, pelatihan, bimbingan teknis, serta 

arahan dan pendampingan kepada perangkat desa. Dukungan tersebut membantu 

kelancaran administrasi keuangan, meskipun peningkatan kapasitas aparatur 

masih diperlukan agar pengelolaannya lebih optimal. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat juga mendukung keberhasilan Program Dana Desa 

melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, penyampaian usulan, dan 

pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan ini membantu memastikan program 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan 

terhadap penggunaan Dana Desa. 

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa (Musdes) dan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di 

mana mereka dapat menyampaikan usulan, memberikan masukan, serta 

ikut mengawasi penggunaan anggaran agar pelaksanaannya sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.”74 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae  pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya 

partisipasi dalam pembangunan desa, peningkatan keterbukaan 

informasi, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk 

terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.”75 
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Kemudian pertanyaan kepada Hj. Saribunga selaku Masyarakat Desa 

Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Menurut saya, partisipasi masyarakat sudah cukup baik, terutama 

dalam kegiatan musyawarah desa dan beberapa program 

pembangunan.”76 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa Partisipasi 

masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa 

karena masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan 

Musrenbangdes untuk memberikan usulan, masukan, serta mengawasi 

penggunaan anggaran. Partisipasi ini didukung oleh sosialisasi, keterbukaan 

informasi, dan pemberian ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan program desa dapat berjalan lebih 

baik. 

3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Di 

Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang 

a. Transparansi Dana Desa 

1. Kesediaan dan Aksesbilitas Dokumen  

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen adalah prinsip yang memastikan 

bahwa dokumen yang bersifat terbuka tersedia dan dapat diakses dengan mudah 

oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi ini 

bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas, 

serta memudahkan proses pencarian dan penggunaan dokumen secara cepat, 

tepat, dan aman. Dengan menerapkan transparansi, pengelolaan dokumen 

menjadi lebih efektif sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa 

hambatan, tetap menjaga kerahasiaan dokumen yang bersifat terbatas atau 

rahasia. 
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   Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

”Iya. Alokasi sumber daya di desa kami disusun secara transparan 

melalui musyawarah desa (Musdes) dan dituangkan dalam APBDes. 

Informasi anggaran disampaikan melalui papan informasi desa, laporan 

pertanggungjawaban, serta dapat diakses di kantor desa agar 

masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaannya.”77 

 

 Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku 

Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang 

telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Tentu ada notulen dan dokumentasi kegiatan, Dokumen tersebut dapat 

dilihat langsung melalui pemerintah desa atau pihak pelaksana supaya 

kami bisa transparansi kepada masyarakat.”78 

 

Berdasarkan jawaban informan dapat di simpulkan bahwa ksediaan dan 

aksesbilitas dokumen. Dokumen tersebut meliputi APBDes, notulen 

musyawarah, dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan informasi 

anggaran yang dipublikasikan melalui papan informasi desa maupun tersedia di 

kantor desa. Masyarakat dapat melihat dokumen tersebut melalui pemerintah 

desa atau pihak pelaksana sebagai bentuk transparansi dan untuk mendukung 

fungsi pengawasan publik.  

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi 

Kejelasan dan kelengkapan informasi, Informasi yang transparan harus 

mudah dipahami oleh masyarakat, tidak menggunakan istilah teknis yang 

membingungkan tanpa penjelasan, serta memuat data yang lengkap. Informasi 

yang tidak lengkap atau terlalu umum dapat mengurangi makna transparansi. 

   Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam 

wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 
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“Iyye, pembahasan proyek biasanya dilakukan melalui forum khusus 

seperti musyawarah desa, rapat dusun, atau sosialisasi masyarakat.”79 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Pastinya itu ada, selama proyek berlangsung akan ada pembaruan 

informasi secara berkala melalui papan informasi proyek agar 

masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan dan jadwal 

pengerjaannya.”80 

 

 Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Iye, setau saya informasi yang disampaikan dari awal perencanaan 

sampai pelaksanaan sudah sesuai. Pembangunan yang dibahas di 

musyawarah memang itu yang dikerjakan, jadi masyarakat bisa melihat 

langsung hasilnya.”81 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa 

Informasi mengenai proyek desa disampaikan secara jelas, lengkap, dan 

konsisten sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Penyampaian informasi 

dilakukan melalui musyawarah desa, rapat dusun, dan sosialisasi kepada 

masyarakat, serta diperbarui secara berkala melalui papan informasi proyek. 

Informasi yang diberikan mencakup rencana kegiatan, perkembangan 

pelaksanaan, dan jadwal pekerjaan, serta dinilai sesuai dengan realisasi di 

lapangan sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau pelaksanaan 

proyek secara langsung. 

3. Keterbukaan Proses 

Keterbukaan proses tidak hanya berarti membuka hasil akhir (laporan 

keuangan), tetapi juga membuka mekanisme dan tahapan pengambilan 
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keputusan. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, 

mengawasi, bahkan berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan dana desa. 

 Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Perencanaan sumber daya dilakukan melalui Musrenbangdes dan 

dicantumkan dalam RKPDes serta APBDes. Anggaran, tenaga kerja, dan 

material direncanakan sesuai kebutuhan prioritas, melibatkan 

masyarakat melalui TPK, serta mengikuti aturan yang berlaku agar tepat 

sasaran dan efisien”.82 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“saya akan berupaya menyampaikan informasi tepat waktu dan 

menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.”83 

 

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Iya Saya mengetahui bahwa sumber dana proyek berasal dari dana 

desa. Untuk penggunaannya juga diinformasikan melalui papan 

pengumuman dan musyawarah desa.”84 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa 

keterbukaan proses. proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya dilakukan 

secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta mengacu pada mekanisme 

dan peraturan yang berlaku. Perencanaan dilaksanakan melalui Musrenbangdes 

dan dituangkan dalam RKPDes serta APBDes, sementara informasi mengenai 

sumber dana, alokasi anggaran, dan pelaksanaan proyek disampaikan melalui 

musyawarah desa dan papan pengumuman. Selain itu, penyampaian informasi 
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diupayakan dilakukan secara tepat waktu dan berdasarkan informasi yang telah 

terverifikasi, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan proyek desa. 

4. Kerangka Regulasi yang Jelas 

  Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur 

kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan melaporkan dana desa secara 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

   Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, kami bersedia menerima evaluasi publik terhadap kinerja dalam 

pelaksanaan proyek desa. Evaluasi dari masyarakat sangat penting 

sebagai bahan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan ke depan dapat 

lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”85 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

"Pelaporan dilakukan dari TPK ke pemerintah desa, lalu direkap dan 

disampaikan kepada Kepala Desa. Saya sebagai staf desa membantu 

administrasi laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa 

sesuai struktur organisasi yang berlaku."86 

 

 Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpilkan bahwa kerangka regulasi 

yang jelas pelaksanaan proyek desa didukung oleh kerangka regulasi dan 

mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Terdapat alur pelaporan yang 

terstruktur sesuai dengan pembagian tugas dalam organisasi pemerintahan desa, 

mulai dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hingga Kepala Desa. Selain itu, 

pemerintah desa menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi publik sebagai 
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bagian dari mekanisme akuntabilitas untuk meningkatkan transparansi, 

kepatuhan terhadap aturan, dan kualitas pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

b. Akuntabilitas Dana Desa 

1.  Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  

    Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (Accountability for 

probity and legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power) yaitu meyakinkan bahwa dana desa 

telah digunakan secara benar, sedangkan akuntabilitas hukum (legal 

accountability) terkait dengan patuh terhadap aturan hukum dalam penggunaan 

sumber dana dan tidak menyelewengkan kekuasaan. 

  Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami memastikan tidak ada penyalahgunaan dengan menerapkan 

transparansi, pencatatan administrasi yang jelas, serta pengawasan 

berjenjang dari TPK, perangkat desa, dan BPD sesuai APBDes yang 

telah ditetapkan.”87 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, ada. Setiap penggunaan sumber daya dicatat dalam administrasi 

desa secara rutin, baik harian maupun mingguan, sesuai kebutuhan 

kegiatan.”88 

 

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Iya Saya mengetahui bahwa sumber dana proyek berasal dari dana 

desa. Untuk penggunaannya juga diinformasikan melalui papan 

pengumuman dan musyawarah desa.”89 
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Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan 

proyek telah diterapkan dengan baik melalui kepatuhan terhadap APBDes, 

transparansi penggunaan dana desa, pencatatan administrasi yang tertib dan 

rutin, serta pengawasan berjenjang oleh TPK, perangkat desa, dan BPD. Selain 

itu, informasi mengenai sumber dan penggunaan dana disampaikan secara 

terbuka melalui papan pengumuman dan musyawarah desa, sehingga 

mendukung keterbukaan, kejujuran, dan mencegah penyalahgunaan anggaran. 

2.  Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses 

terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan. 

  Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh pelaporan 

dan pertanggungjawaban proyek Dana Desa. Namun, dalam 

penyusunannya saya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan 

Tim Pelaksana Kegiatan yang mengumpulkan data, membuat laporan 

administrasi, dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban sebelum 

saya verifikasi dan tandatangani."90 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

"Ya, setiap keputusan diambil mengikuti jalur birokrasi yang berlaku, 

dimulai dari koordinasi staf dan pelaksana kegiatan, kemudian 

disampaikan dan diputuskan oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya 

agar tetap sesuai aturan."91 
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Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu I Dalle selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Tanggung jawab na iye ko proyek na bangunangnge cukup jelas, 

nasaba’ engka manengna tugas sesuai jamanna masing-masing, seperti 

pelaksana, pengawas, dan penanggung jawab.”92 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa  

akuntabilitas proses dalam pelaksanaan proyek Dana Desa telah berjalan dengan 

baik melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, pelaksanaan 

pelaporan secara terstruktur, serta pengambilan keputusan yang mengikuti 

prosedur dan jalur birokrasi yang berlaku. Penyusunan laporan dilakukan secara 

kolaboratif oleh perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, kemudian 

diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa. Selain itu, setiap pihak menjalankan 

peran sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga proses pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban proyek berlangsung secara tertib, sistematis, dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program (program accountability). Terkait dengan 

organisasi tersebut. pertimbangan apakah program yang dilaksanakan dapat 

dilaksanakan atau tidak. 

   Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

”Yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

melalui musyawarah desa, serta menyampaikan informasi anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan secara terbuka melalui papan informasi desa dan 

laporan pertanggungjawaban.”93 

 

                                                             
92 I Dalle, Warga Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026  
93 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
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Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, menurut saya perlu ada sikap saling mengawasi dan menjaga 

integritas antar pelaksana proyek agar pekerjaan berjalan transparan, 

sesuai aturan, dan terhindar dari penyimpangan.”94 

 

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Ya, ada forum seperti musyawarah desa (Musdes) yang diadakan oleh 

pemerintah desa. Biasanya disampaikan perkembangan kegiatan serta 

laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat bisa mengetahui 

dan memberikan tanggapan.”95 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa  

akuntabilitas proses telah diterapkan melalui pelaksanaan mekanisme yang 

transparan dan partisipatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam 

musyawarah desa pada tahap perencanaan, menyampaikan informasi anggaran 

dan pelaksanaan kegiatan secara terbuka, serta menyediakan forum untuk 

menyampaikan perkembangan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. 

Selain itu, adanya sikap saling mengawasi dan menjaga integritas antar 

pelaksana proyek memperkuat pengawasan internal sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan meminimalkan 

potensi penyimpangan. 

4. Akuntabilitas Kebijakan  

Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan 

terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah atas 

pertanggungjawabannya, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah 

terhadap masyarakat. 

                                                             
94 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancar,1 Juni 2026 
95 Darwis, Warga Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
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   Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala 

Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara 

yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung 

jawabnya melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta pemberian arahan 

sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masing-masing perangkat 

sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam 

pelaksanaan program Dana Desa.”96 

 

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Kami pastikan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah 

ditetapkan dalam APBDes dan RAB.”97 

 

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu I Dalle selaku warga 

Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

“Iya, Eromi wisseng Kepala Desa e, sibawa perangkat desa na, De’ 

upahangi nega – nega pi lainnge,  yang penting proyekna berjalan 

lancar.”98 

 

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa  

akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan program Dana Desa telah diterapkan 

melalui kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap pihak, 

yang diperkuat dengan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pemberian arahan 

sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan juga mengacu pada 

perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan RAB, sehingga kegiatan 

berjalan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang direncanakan. Masyarakat turut 

menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan 

                                                             
96 Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
97 Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
98 I Dalle, Warga Desa Maritengngae, Wawancara,1 Juni 2026 
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kebijakan, selama pelaksanaan proyek berlangsung dengan baik dan sesuai 

Tujuan Yang Telah Ditetapkan. 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten 

Pinrang 

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi Program Dana 

Desa di Desa Maritengngae telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan 

melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh 

masyarakat, dan masyarakat. Dana desa digunakan untuk pembangunan fisik 

maupun nonfisik serta dilaporkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 

Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi 

(sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling 

berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu program.99 Komunikasi : 

terlihat dari musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Sumber Daya : 

aparatur desa menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai tugasnya. Sikap : 

adanya komitmen pemerintah Desa untuk melaksanakan program. Struktur 

Birokrasi : pengelolaan dilakukan berdasarkan prosedur dan regulasi yang 

berlaku. 

Implementasi Dana Desa dapat berjalan karena adanya komunikasi 

antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa. Selain itu, 

perangkat desa telah melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku 

sehingga proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dapat dilakukan 

sesuai prosedur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian AM Febrianti yang 

menemukan bahwa pengelolaan APBDes telah dilaksanakan sesuai Permendagri 

                                                             
99 George C. Edwards III, Implementing Public Policy (Washington, D.C.: Congressional 

Quarterly Press, 1980), hlm. 10–11.  
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Nomor 20 Tahun 2018 dan menunjukkan pengelolaan yang transparan dan 

akuntabel.100 

Namun demikian, hasil penelitian ini sama dengan penelitian Irwan 

Polidu yang menemukan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa masih 

menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa dan 

lemahnya sistem pengawasan.101 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Dana Desa di   

Desa Maritengngae Kabupten Pinrang 

Faktor pendukung implementasi Dana Desa adalah regulasi yang jelas, 

dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor 

penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman 

administrasi keuangan desa, dan belum optimalnya pengawasan. 

George Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Kekurangan salah satu faktor tersebut dapat menghambat keberhasilan 

implementasi kebijakan.102 Komunikasi : Partisipasi masyarakat menunjukkan 

adanya komunikasi yang  baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sumber 

Daya : Keterbatasan SDM dan pemahaman administrasi menunjukkan bahwa 

faktor sumber daya masih menjadi hambatan utama. Sikap : Dukungan 

pemerintah desa menunjukkan adanya komitmen dan sikap positif dalam 

menjalankan program. Struktur Birokrasi : Regulasi yang jelas menunjukkan 

bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan Dana Desa. 

Keterbatasan SDM menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan 

dalam memahami administrasi keuangan dan perubahan regulasi. Sementara itu, 

adanya regulasi yang jelas membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas 

                                                             
100 A.M.Febrianti, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  
101 Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) 
Universitas Bina Taruna Gorontalo, 3.1 (Januari 2025)  

102 George C. Edwards III, Implementing Public Policy (Washington, D.C.: Congressional 

Quarterly Press, 1980), hlm. 10–12.  
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secara terarah. Partisipasi masyarakat juga memperkuat pengawasan terhadap 

penggunaan Dana Desa. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Irwan Polidu  yang 

menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas perangkat desa dan lemahnya 

pengawasan merupakan hambatan utama dalam pengelolaan Dana Desa.103 

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menyatakan 

bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

pengelolaan Dana Desa karena masyarakat ikut mengawasi dan terlibat dalam 

pelaksanaan program.104 

3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa 

Maritengngae Kabupaten Pinrang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan 

melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat 

melalui papan informasi dan musyawarah desa. Akuntabilitas diwujudkan 

melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan 

Dana Desa secara berkala. 

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada 

masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi 

amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada pihak 

yang memberi amanah.105 

Transparansi dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana 

Desa dan dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Akuntabilitas dilakukan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas dana yang berasal dari 

negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

                                                             
103 Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) 

Universitas Bina Taruna Gorontalo, 3.1 (Januari 2025)  
104 Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang” 

(Skripsi Sarjana; Prosgram Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut 

Agama Islam Negeri Parepare, 2023)  
105 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 18–20.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andi Ulfah Ramadhani 

yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 

telah diterapkan melalui penggunaan sistem informasi dan pelaporan keuangan 

desa.106 

Penelitian ini juga mendukung penelitian Ahmad Fadly yang menyatakan 

bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui laporan 

pertanggungjawaban dan pemasangan baliho APBDes sebagai bentuk 

keterbukaan informasi kepada masyarakat.107 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Irwan Polidu yang 

menyatakan bahwa budaya transparansi di beberapa desa belum berjalan optimal 

karena keterbatasan kapasitas aparatur dan pengawasan.108 

Implementasi transparansi dan akuntabilitas program Dana Desa teori 

implementasi menurut George Edwar hal ini di hubungkan sebagai berikut : 

Komunikasi : Penyampaian informasi melalui musyawarah desa dan papan 

informasi menunjukkan komunikasi yang baik pemerintah desa dan masyarakat. 

Sumber Daya : Pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terlaksana karena 

adanya aparatur desa yang menjalankan fungsi administrasi. Sikap : 

Keterbukaan informasi dan penyusunan laporan menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah desa terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Struktur 

Birokrasi : Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dilakukan berdasarkan 

prosedur dan regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa. 

  

                                                             
106 Andi Ulfah Ramadhani, dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Journal Of Economy Business 

Development, 3.2 (Agustus 2025).  
107 Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang” 

(Skripsi Sarjana; Prosgram Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut 

Agama Islam Negeri Parepare, 2023)  
108 Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan 

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) 

Universitas Bina Taruna Gorontalo, 3.1 (Januari 2025)   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten 

Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi program Dana 

Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan 

tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa 

digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program Dana Desa menunjukkan 

bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan pengelolaan dana sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan 

peningkatan dalam pengelolaan administrasi dan pengawasan agar penggunaan 

Dana Desa semakin efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

2. Faktor pendukung implementasi Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten 

Pinrang yaitu adanya dukungan pemerintah desa, adanya aturan yang menjadi 

pedoman dalam pengelolaan Dana Desa, serta adanya partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program pembangunan desa.  

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi Dana Desa yaitu masih 

adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami pengelolaan 

administrasi keuangan desa, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan 

sistem keuangan, serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan 

Dana Desa. Hal tersebut sesuai dengan teori George Edward III yang 

menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 



65 
 

 
 

3. Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di 

Desa Maritengngae telah diterapkan melalui penyampaian informasi terkait 

pengelolaan Dana Desa serta adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

desa terhadap penggunaan anggaran.Transparansi dilakukan sebagai bentuk 

keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

mengetahui penggunaan Dana Desa. Transparansi penting karena masyarakat 

memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sumber daya 

public. Sementara itu, akuntabilitas dilakukan melalui kewajiban pemerintah 

desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa baik secara 

administratif maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima 

manfaat dari program desa. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab 

pemegang amanah dalam memberikan informasi dan menjelaskan setiap 

aktivitas yang dilakukan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu. 

1. Bagi Pemerintah Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang, disarankan  

pemerintah Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

implementasi Dana Desa dengan memperkuat proses perencanaan, 

pelaksanaan, serta evaluasi program agar penggunaan Dana Desa dapat 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 

2. Bagi Aparatur Desa, disarankan aparatur Desa diharapkan meningkatkan 

kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa melalui 

pelatihan serta pendampingan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi 

diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih efektif, 

transparan, dan akuntabel. 

3. Bagi Masyarakat Desa Maritengngae,disarankan masyarakat diharapkan lebih 

aktif dalam mengikuti proses pembangunan desa serta melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dapat membantu 
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menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka dan sesuai kebutuhan 

masyarakat 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan  dapat mengembangkan kajian mengenai 

Dana Desa dengan meneliti aspek lain seperti efektivitas program, partisipasi 

masyarakat, pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan keuangan desa. 
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